GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 370 /KPTS/SATPOL PP/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT
MENULAR (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2021 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum
dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular

di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan

Gubernur tentang Pembentukan Tim Gabungan Peningkatan

Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan
Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Covid-19) di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

-

Tim Gabungan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum
dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit
Menular (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang
transport sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah) per
orang per hari terhitung mulai 10 Juni 2021 s.d 7 September
2021.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan

1111.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juni 2021

,Toﬁ:UBERNUR SUMATERA SELATAN,

/LH. HERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang



